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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS LAMPUNG 

TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR 

Oleh : 

DWI HANDAYANI NINGSIH 

1502100253 

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan lain-lain dari bank syariah  

bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, 

pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. Dalam BPRS 

Lampung Timur ada nasabah yang mengunakan pembiayaan Multijasa yang 

digunakan untuk pembuatan tempat toko usaha dimana untuk pembelian bahan-

bahan materialnya hingga dengan pembuatan tempat usahanya tersebut. 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan 

atau fild research, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan dilokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. 

Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala bagian Marketing, 

Account Officer(AO), Customer Service (CS) dan Nasabah BPRS Lampung 

Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Dokumentasi peneliti 

menggunakan file ataupun buku pedoman lainnya. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan multijasa yang dilakukan 

oleh BPRS Lampung timur merupakan salah satu pembiayaan konsumtif dalam 

memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, seperti biaya pendidikan,biaya 

kesehatan, biaya pernikahan dan biaya renovasi rumah.  Pembiayaan multijasa 

juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan disini juga menggunakan akad ijarah 

multijasa. Nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk 

pembelian bahan material untuk pembangunan toko disini ia digunakan juga 

untuk pembuatan dari awal sampe selesai dengan pembayaran tukang 

bangunannya. Tetapi sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan ini 

digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolah. Dengan demikian disarankan 

untuk BPRS Lampung Timur lebih meningkatkan dan mengembangkan 

pembiyaan multijasa dan lebih teliti lagi untuk pemberian pembiayaan multijasa 

bagi nasabah. 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” 

(Q.S. Al-Maidah: 1)1 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 85 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akhir-akhir ini lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Diantaranya yaitu Perbankan syariah yang merupakan 

institusi atau lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam 

bidang ekonomi. Perbankan juga merupakan lembaga yang mempunyai peran 

utama dalam membagun suatu negara. Bank syariah adalah suatu lembaga 

keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana 

dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan 

lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut 

Islamic banking atau interest fee banking, yaitu sistem perbankan dalam 

pelaksanaannya tidak menggunakan sistem bunga (Riba), spekulasi (maisir), 

dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar)2. Menurut jenisnya terdiri 

atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan rakyat syariah (BPRS)3.  

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.4 Bentuk hukumnya dapat 

                                                           
2 Zainuddin Ali, Hukum perbankan syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.1 
3 Ismail, Perbankkan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33 
4 Darsono dkk, Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta 

Tantangan ke Depan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.210 
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berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah.5 Salah satu BPRS 

yang ada di Kab. Lampung Timur yaitu  PT. BPR Syariah Lampung Timur 

yang tepatnya di Jl. Raya Way Jepara Desa Labuhan Ratu 1 Kec. Way Jepara 

Kab. Lampung Timur.  

PT. BPR Syariah Lampung Timur sendiri merupakan bentuk investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk 

Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan. BPR Syariah Lampung 

Timur terdapat 964 Nasabah yang melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang 

digunakan oleh BPR Syariah Lampung timur antara lain : pembiayaan 

musyarakah yang berjumlah 16 Nasabah, pembiayaan murabahah yang 

berjumlah 68 nasabah dan pembiayaan multijasa yang berjumlah 880 Nasabah 

yang sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Pembiayaan yang paling diminati disini adalah pembiayaan multijasa, dimana 

pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif seperti 

biaya pendidikan anak, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya renovasi 

rumah, kepada para PNS dan pegawai swasta yang mempunyai penghasilan 

tetap.6  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan/atau lembaga 

keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

                                                           
5 Ibid, h.100 
6 Wawancara dengan Bapak Putut selaku Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung 

Timur, pada tanggal 15 Maret 2019 
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hasil.7 Terkait itu, disusunlah suatu perjanjian/akad pembiayaan. Akad 

merupakan suatu kontra perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara 

bank  syariah dan pihak nasabah/mitra.8  

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan lain-lain dari bank 

syariah  bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, 

kesehatan, pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.9 

Objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas 

tenaga kerja/ jasa. Dalam pembiayaan multijasa sendiri melibatkan dua akad 

yaitu, akad ijarah dan kafalah. Akad ijarah untuk transaksi sewa menyewa atas 

suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan atau fee didalam bank fee sering disebut dengan kata 

ujrah atas objek sewa yang diswakan. Sedangkan untuk akad kafalah yaitu 

transaksi penjamin yang diberikan penanggung  (kafil) kepada pihak ketiga 

atau yang tertanggung, untuk memenuhi  kewajiban pihak kedua. Besar ujrah 

yang didapat harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal 

bukan dalam bentuk presentase. 

Pembiayaan multijasa yang disalurkan oleh BPRS Lampung Timur ada 

nasabah yang digunakan untuk membuat tempat yang akan digunakan untuk 

usaha, yaitu dalam pembangunan toko. Dalam pembiayaan tersebut digunakan 

oleh nasabah untuk pembelian bahan-bahan material, seperti semen, bata, dan 

                                                           
7 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),   h. 700 
8 Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama), h. 180 
9 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Building, 

2012), h. 228-229 
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lain-lain. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Calon nasabah 

yang ingin mengajukan pembiayaan, dimana bank memberikan ketentuan-

ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah. ketentuan-ketentuan tersebut 

ialah nasabah diberikan batasan seperti nominal pembiayaan, jangka waktu 

pengembalian dan ketentuan lainnya. Nasabah yang melakukan pembiayaan 

dengan akad ijarah multijasa harus mengembalikan pinjaman yang lebih dari 

pokok pinjaman karena nasabah harus membayar ujrah yang disepakati diawal 

akad, serta membayar secara mencicil setiap bulannya.10  

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan diatas Maka hal inilah 

yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti permasalahan ini dengan judul 

“Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan 

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti 

yang akan dibahas yakni, “Bagaimana Implementasi Pembiayaan Multijasa di 

BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat 

mengetahui Bagaimana Imlementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS 

Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. 

 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Uun selaku Account Officer di BPRS Lampung Timur, pada 

tanggal  14 Desember  2018. 
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2. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai 

beringkut :  

a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya tentang 

Implementasi Pembiayaan Multijasa. 

b.  Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

informasi sebagai pembaca dan peneliti sendiri mengenai 

Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur. Serta 

dikhususkan untuk menjadi referensi atau acuan praktisi yang 

berkecimpung di Lpembaga Keuangan Syariah. 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan 

penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam 

penelitian ini kita mampu membandingkan permasalahan yang ada dari 

penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, 

maka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang 

penelitian akan ditelit, antara lain: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Wahyu Mey Saroh dalam bentuk 

skripsi, dengan judul “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan 

Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang 
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Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”.11  Hasil dari penelitian 

ini adalah penerapan multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di 

bank pembiayaan rakyat syariah mitra harmoni malang menggunakan dua 

akad, yaitu akad ijarah dan wakalah. Dalam penerapan ini tidak 

dibenarkan oleh majelis ulama indonesia kota malang, karena dasar dalam 

segala bentuk operasional perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI. Dalam melakukan pembiayaan jika menggunakan akad ijarah 

harus sesuai dengan ketentuan fatwa tentang ijarah dan tidak disatukan 

dengan akad wakalah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh 

peneliti adalah berfokus pada implementasi pembiayaan multijasa di 

BPRS Lampung Timur.. 

2. Penelian yang dilakukan Dhea Rizkia dalam bentuk skripsi, yang berjudul 

“Aplikasi Produk Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada-

Ciputat”.12 Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana aplikasi 

produk ijarah pada pembiayaan multijasa, hasil dari penelitian ini adalah 

bahwa aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa di bmt ubasyada-

ciputat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari sewa 

fasilitas sampai dengan jasa pendidikan, dalam penelitian ini berpedoman 

dengan DSN-MUI yang tercantum dalam fatwa No.44/DSN-

MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan 

                                                           
11 Linda Wahyu Mey Saroh, Skripsi “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan 

Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariahmitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama 

Indonesia Kota Malang”, ( Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 

Dalam http:/ethese.UIN-Malang.ac.id, diunduh pada 5 November 2018.   
12 Dhea Rizkia, Skripsi “Aplikasi Produk Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT 

Ubasyada-Ciputat”, (Jakarta: Falkutas Ilmu dakwah dan komunikasi, 2013), dalam 

www.repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 5 November 2018. 

http://www.repository.uinjkt.ac.id/
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adalah akad ijarah dan kafalah. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti 

adalah bagaimana Impplementasi pembiayaan multijasa di BPRS 

Lampung timur. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khasanah dalam bentuk Skripsi, 

yang berjudul “Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT 

Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.13 Dalam 

penelitian ini yang diteliti adalah praktek akad ijarah pada pembiayaan 

multijasa dimana pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah 

yang melakukan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan 

seperti biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, serta nasabah sendiri yang 

membayarnya. Lembaga keuangan hanya memfasilitasi nasabah dengan 

sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, akad ijarah yang diterapkan dalam 

pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon untuk biaya kesehatan 

dan biaya pendidikan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah. 

Karena dalam ketentuan akad ijarah, seharusnya ada barang atau jasa yang 

akan disewakan. Akan tetapi praktik akad ijarah pada pembiayaan 

multijasa di BMT Amanah Wangon bukan dalam bentuk barang atau jasa 

yang disewakan melainkan dana berupa uang. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana penerapan pembiayaan multijasa 

di PT. BPRS Lampung Timur. 

 

                                                           
13 Dewi Khasanah , Skripsi “Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT 

Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”,  (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2016), 

dalam Http://repository.iainpurwokerto.ac.id. Diunduh pada 11 Oktober 2018. 

http://repository.iainpurwokerto.ac.id/
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pembiayaan Multijasa  

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa 

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir pada pengertian I belive, I 

trust, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang 

diberikan oleh bank selaku shahibul maal. 14  

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu 

pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak 

tertentu. Dalam undang-undang perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankkan Syariah, pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa 

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarokah, 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau sewa beli 

dalam bentuk ijaroh mutahiya bittamlik. 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, 

dan istisna. 

d. Transaksi pinjam memimjam dalam bentuk piutang qordh, dan 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk 

transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan 

                                                           
14 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan 

Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),  h. 698 
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dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil.15 

 

Secara umum pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan 

lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.16 

Multijasa Secara terminologi atau menurut bahasa terdiri dari dua 

kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti 

perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah 

sebuah perbuatan yang atau manfaat yang bermacam-macam yang berguna 

bagi orang lain.17 Dalam kordifikasi Produk Perbankan Syariah lampiran 

SEMI No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank 

Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No. 10/17/PBI/2008 Tanggal 25 

September 2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

tidak ada definisi khusus mengenai pembiayaan multijasa. Namun, dari 

uraian mengenai fotur dan mekanisme pembiayaan multijasa dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain 

dari bank syariah  bagi nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa 

atau pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan,kesehatan, 

                                                           
15 Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2015),   26  
16 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking., h. 700 
17 Ahmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 

Ceatakan ke-1 September 2016), h. 115 
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pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.18 Objek 

transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas 

tenaga kerja/ jasa. Dalam pembiayaan multijasa sendiri melibatkan dua 

akad yaitu, akad ijarah dan kafalah.Akad adalah segala sesuatu yang 

diilaksanakan dengan perikatan antardua pihak atau lebih melalui proses 

ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang 

memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.19 

Pembiayaan multijasa merupakan Pembiayaan konsumtif, yaitu 

pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau 

kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kapuasan dalam komsumsi. 

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah untuk membeli barang atau jasa untuk keperluaan tidak digunakan 

untuk keperluan usaha.20  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan 

multijasa merupakan  penyediaan dana dari Bank Syariah bagi nasabah 

untuk memperoleh pemenuhan manfaat atas suatu jasa, seperti pendidikan, 

kesehatan, pernikahan dan jasa-jasa lainnya. 

 

 

 

                                                           
18 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Building, 

2012),  h. 228-229 
19 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, Fiqh Perbankan , (Bandung: Pustaka Setia, 

2011),  h. 73. 
20 Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Perana 

Grafika Group, 2011),  h. 101 
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2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa 

Dasar hukum  Pembiayaan Multijasa yaitu Dewan Syariah 

Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, PBI 

No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan 

Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank 

Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.21 

Ketentuan umum dari Fatwa DSN-MUI Nomor:44/DSN-

MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, antara lain: 

a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan 

menggunakan akad Ijarah atau kafalah. 

b. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus 

mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 

c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus 

mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa kafalah. 

d. Dalam kedua pebiayaan multijasa tersebut, LKS dapat 

memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee. 

e. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan 

dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.22 

 

Berdasarkan kajian fiqih muamalah dan memutuskan tentang 

pembiayaan multijasa, dimana Pembiayaan multijasa hukumnya boleh 

dengan menggunakan akad Ijarah dan kafalah. Pembiayaan multijasa atas 

dasar akad Ijarah, bank bertindak sebagai penyedia dana. Dalam kegiatan 

transaksi Ijarah dengan nasabah, bank wajib menyediakan dana untuk 

merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Dalam 

pembiayaan multijasa, jasa keuangan syariah dapat memperoleh imbalan 

jasa atau ujrah. Besarnya ujrah (fee) harus disepakati diawal dan 

                                                           
21 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah ., h. 229-231 
22 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah Nasional MUI, (Jakarta: Erlangga, 

2014), h. 26 
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dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase.Pengembalian atas 

penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun 

sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana, bank tidak dapat 

dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam aspek pembebasan 

utang.23 

3. Akad Pembiayaan Multijasa 

Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa, antara lain: 

a. Ijarah  

 Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan 

jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

perpindahan kepemilikan (ownership) atas barang itu sendiri. Dalam 

kontek perbankan syariah Ijarah adalah lease contract dimana suatu 

bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu 

nasabahnya berdasarkan pembiayaan biaya yang sudah ditentukan 

secara pasti sebelumnya.24 Sementara itu, kompensasi hukum 

ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan Ijarah, “Ijarah 

adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan 

pembayaran”.25 

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada 

nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian/akad sewa-

menyewa (Ijarah). Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu 

                                                           
23 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan  Bank  Syariah., h. 228 
24 Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, 

(Yogyakarta: Ekonisia,  2003),  h. 75 
25 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontempoer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102 
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barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu 

melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa (fee). Ijarah juga dapat 

diinterprestasikan sebagai suatu akad perpindahan hak guna atas 

barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 

perpindah kepemilikan atas barang itu sendiri.26 

Akad Ijarah ada dua macam, yaitu Ijarah atau sewa barang 

dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya 

adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa 

atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan 

tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat Ijarah. Jika 

ijarah itu suatu perkerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jiak 

akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, 

menurut Abu hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya.27 

Dalam multijasa atas dasar akad Ijarah, bank bertindak 

sebagai penyedia dana. Dalam kegiatan transaksi Ijarah dengan 

nasabah, bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan 

penyediaan objek sewa  yang dipesan nasabah. Fatwa DSN No. 

44/DSN-MUI/III/2004 tanggal 11 Agustus tentang pembiayaan 

multijasa, tidak dinyatakan adanya angunan terhadap pembiayaan 

multijasa berdasarkan  akad Ijarah tersebut. Namun mengingat 

                                                           
26 Khotibul Umam, Perbankkan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya 

di Indonesia,(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 122 
27 Hendri Suhendri, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121 
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penyaluran dana oleh bank syariah harus layak, maka harus wajib 

berpedoman kepada ketentuan pasal 23 UU Perbankan Syariah.  

Dalam pasal 23 UU Perbankan Syariah antara lain ditegaskan bahwa 

bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, 

kemamapuan, agama, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima 

fasilitas.28 

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah 

dalam kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta 

pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI 

No. 10/16/PBI/2008, persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam 

bentuk pembiayaan ijarah untuk transaksi multijasa sebagai beringkut: 

1. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa 

dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan 

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisataan. 

2. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad 

ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan 

jasa (ujrah) atau fee; 

3. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam 

bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.29 

 

Akad ijarah dalam pembiayaan multijasa untuk transaksi sewa 

menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa 

dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau fee didalam bank 

fee sering disebut dengan kata ujrah atau objek sewa yang disewakan. 

 

 

                                                           
28 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah .,, h. 228-229 
29 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek 

Hukumnya, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2014), h.276 
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1) Dasar Hukum Ijarah 

Ulama bersepakat bahwa Ijarah diperbolehkan. Ulama 

membolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Qur’an, Al-

Sunnah. 

a) Al-Qur’an 

Dalam Al-qur’an surat Al-Baqarah ayat 233 yang 

artinya yaitu:30 

                                   

                                  

Artinya: “Dan, jika anakmu disusukan oleh orang 

lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan 

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang 

kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233).31 

 

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan 

“apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. 

Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan 

berkat kewajiban membayar upah (fee) secara patut. Dalam 

hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan. 

b) Al-Hadits 

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: 

رَ  فَّ عَرَقهُُ أَعْطوُا اْلَأجِي ْ  . أَجْرَهُ قَ بْلَ أَنْ يََِ

                                                           
30 Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank  Syariah  dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema 

Insani Press, 2001)., h. 117-118 
31 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005)., h. 29 
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Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum 

keringatnya kering.” (HR Ibnu Majah). 

2) Rukun dan Syarat Ijarah 

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan 

mengenai rukun Ijarah yang terdiri dari: 

(1) Sigah Ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari 

kedua belah pihak yang berakat (berkontrak) baik secara 

verbal atau dalam bentuk lain. 

(2) Pihak-pihak yang berakat, terdiri atas pemberian sewa 

/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa. 

(3) Objek akad Ijarah yaitu: 

(a) Manfaat barang dan sewa, atau 

(b) manfaat jasa dan upah.  

Secara garis besar, syarat Ijarah ada empat macam, yaitu 

syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan Ijarah, syarat sah, dan 

syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksutkan untuk 

menjamin bahwa Ijarah yang dilakukan akan membawakebaikan 

bagi para pihak yang melakukannya.32 

b. Kafalah  

1) Pengertian Kafalah 

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang 

diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk 

                                                           
32 Imam Mustofa, Fiqih Muamalah., h. 105-106 
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memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. 

Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang 

yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain 

sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta 

imbalan tertentu dari orang yang dijamin.33 Kafalah dapat 

dilakukan dengan dua cara, yaitu kafalah dengan harta dan 

kafalah dengan jiwa.34 

Pembiayaan multijasa atas dasar akad Kafalah, bank 

bertindak sebagai pemberian jaminan atas pemenuhan 

kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Objek penjamin harus 

merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan, jelas 

nilai, jumlah dan spesifiknya, dan tidak bertentangan dengan 

syariah (tidak haram). Dalam pembiayaan multijasa atas dasar 

akad kafalah ini, bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang 

disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang 

tetap. Bank juga dapat meminta jaminan berupa cash collateral 

atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjamin.35 

2) Dasar Hukum Kafalah 

Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini 

dapat dipelajari dalam Al-Qur’an pada bagian yang mengisahkan 

Nabi Yusuf  

                                                           
33 Khotibul Umam, Perbankan Syariah., h. 163 
34 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., h. 107 
35 Ibid., h. 228-229 
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Artinya: “penyeru-penyeru itu berseteru, kami kehilangan 

piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan 

memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin 

terhadapnya”. (QS Yusuf [12]: 72).36 

3) Rukun dan Syarat Kafalah 

Rukun dari akad kafalah yang harus dipenuhi dalam 

transaksi ada beberapa hal, yaitu: 

a) Pelaku akad, yaitu kafil (penanggung) adalah pihak yang 

menjamin dan makful (ditanggung), adalah pihak yang 

dijamin 

b) Objek akad, yaitu makful alaih (tertanggung) adalah objek 

penjamin; dan 

c) Shighah, yaitu ijab dan qabul.37 

 

Keberadaan kafalah sebagai akad di bidang jasa pada 

bank syariah dan unit usaha syariah telah diatur melalui Fatwa 

DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. 

Subtansi dari akad Rukun dan syarat kafalah tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Pihak penjamin (kafiil) 

(1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat. 

(2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam 

urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan 

kafalah tersebut. 

 

 
                                                           

36 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 

2005), h. 194 
37 Ascarya, Akad dan Produk., h. 106 
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b) Pihak orang yang berutang (ashiil, makfuul’anhu) 

(1) Sanggup menyaerahkan tanggungannya (piutang) kepada 

ppenjamin 

(2) Dikenal oleh penjamin. 

c) Pihak yang berpiutang (makfuul lahu) 

(1) Diketahui identitasnya. 

(2) Dapat hadir pada waktu akad atau pemberian kuasa. 

(3) Berakal sehat. 

d) Objek penjamin (makful bihi) 

(1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik 

berupa uang, benda, maupun pekerjaan. 

(2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin, 

(3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak 

mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. 

(4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya. 

(5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)38 

 

 

4. Jasa atau Produk di dalam Pembiayaan Multijasa 

Produk didalam multijasa untuk memperoleh manfaat atas suatu 

jasa atau pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan,kesehatan, 

pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.39 Beberapa 

faktor jasa yang terdapat di dalam pembiayaan multijasa, antara lain: 

a. Jasa Pendidikan 

Jasa pendidikan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada 

nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan anak 

sekolah. Dalam jasa pendidikan ini pemilik dana memberikan 

kepercayaan untuk menyalurkan dananya, sehingga penerima dana 

dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan 

jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad tersebut.  

b. Jasa Kesehatan 

                                                           
38 Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah 
39 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah.,  h. 228-229 
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Jasa kesehatan adalah dimana bank menyediakan dana atau jasa 

untuk pembiayaan kepada nasabah untuk membangun sarana untuk 

kesehatan, seperti biaya berobat kedokter atau rumah sakit. 

c. Jasa pernikahan 

Jasa Pernikahan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada 

nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan pernikahan. 

5. Skema Pembiayaan Multijasa 

2.1 Gambar Skema Pembiayaan Multijasa 

 

Sumber: Google Immage 

 

Keterangan Skema Pembiayaan Multijasa: 

a. Nasabah mengajukan pembiayaan multijasa ke Bank Syariah. 

b. Pihak bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan multijasa, dan 

menandatangani akad tersebut serta pihak nasabah memberikan jaminan 

SK pegawai negeri dan ATM, setelah itu pihak bank akan membayarkan 

biaya pendidikan/kesehatan/ pernikan ketempatnya.  
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c. Setelah itu pihak sekolah atau rumah sakit memberikan kuitansi ke 

pihak nasabah jika sudah ada pihak bank yang membayar adminitrasi 

tersebut. 

d. Setelah itu nasabah membayar angsuran serta ujrah yang dipinjam oleh 

nasabah tersebut. 

6. Manfaat Pembiayaan Multijasa 

Dalam melakukan pembiayaan multijasa tedapat manfaat antara 

lain: 

1) Bagi bank  

Manfaat pembiayaan multijasa bagi bank adalah sebagai salah 

satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pemberi pelayanan jasa 

bagi nasabah, dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk 

imlan/fee/ujroh. 

2) Bagi Nasabah 

Manfaat pembiayaan multijasa bagi nasabah adalah 

memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, 

kesehatan, dan jasa-jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.40 

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah) 

5. Pengertian BPR Syariah  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) 

Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan 

                                                           
40 A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan  Bank  Syariah., h. 230 
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dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan 

dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU perbankan No. 10 tahun 

1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang 

melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan 

prinsip syariah.41 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, kelembagaan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS)  

semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah 

sejak undang-undang ini berlakukan istilah”perkreditan” dalam BPRS 

(Bank Perkreditan Rakyat Syariah) digganti dengan “pembiayaan”. Bank 

Pembiayaan Syariah (BPR Syariah) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarakan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah merupakan 

badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional 

dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau 

Koperasi.42 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Bank 

Pembiayaan Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dalam 

prinsip syariah serta dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran dan hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, 

seta usaha lainnya. 

                                                           
41 M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian teoritis praktisi, 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2012),  h. 198 
42Darsono, dkk, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta 

Tantangan ke Depan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017),  h. 210 
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6. Tujuan BPRS 

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syaraiah 

adalah: 

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama 

masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya 

berada didaerah pedesaan. 

b. Menambah lapangan kerja terutama ditingat kecamatan, 

sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. 

c. Membina semangat ukhuwah Islami melalui kegiatan ekomomi 

dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju 

kualitas hidup yang memadai. 

d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian  karena sektor 

real yang bergairah.43 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu disusun strategi 

operasional pencapaiannya, yaitu: 

a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya 

permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan 

melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang 

bersekala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga 

memiliki prospek bisnis yang baik; 

b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran 

uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala 

menengah dan kecil; 

c. BPR Syariah mengkaji pasang pasar, tingkat kejenuhan, dan 

tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.44 

 

7. Karakteristik BPRS 

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 2 

tahun 2008, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dilarang: 

a. Melakukan kegaitan usaha yang bertentangan dengan  prinsip 

syariah; 

b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 

lintas pembayaran; 

                                                           
43 Ibid., h. 95 
44 M Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan., h. 200 
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c. Melakukan kegiatan usaha  dalam valuta asing, kecuali 

penukaran uang asing dengan izin Bank Indnesia; 

d. Melakukan kegiatan usaha perasurasian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah; 

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang 

dibentuk untuk melanggungai kesulitan likuiditas Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah; 

f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diataur 

dalam undang-undang.45 

 

8. Kegiatan Usaha BPRS 

 

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Pernakan 

Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

meliputi sebagai beringkut :  

a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan 

dana tersebut dalam bentuk : 

1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan 

itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainya yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah.  

2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya 

yang diperamakan dengan itu berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah. 

b. kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

1) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdarkan akad 

mudharabah atau musyarokah; 

2) pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad 

murabahah, salam, atau istisna; 

3) pinjaman berdasarkan akad qordh; 

4)  pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad Ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk Ijarah mutahiyyah bi tamlik, dan 

sewa atau jasa dengan prinsip Ijarah multijasa. 

5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah. 

c. Penempatan dana pada bank lain dalam bentuk titipan 

berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad 

mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip Syariah. 

d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun 

untuk kepepentingan nasabah melalui rekening bank 

                                                           
45 Ibid., h. 200 
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pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah,  

Bank Umum Konvensional, dan UUS. 

e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank 

Syariah lainnya yang sesuai prinsip syariah berdasarkan 

persetujuan Bank Syariah.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Ibid., h. 202 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan 

(fild research) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif 

latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi 

pada suatu keadaan sosial.47 Ide pentingnnya adalah bahwa penelliti 

berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu 

fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan menghasilkan data deskriptif, 

yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian 

yang diamati.48 

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis penitian ini termasuk jenis 

penilitian lapangan yaitu peneliti mempelajari secara mendalam tentang 

dasar imlementasi pembiayaan multijasa di BPR Syariah Lampung Timur 

kecamatan Way Jepara.  

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu 

menggambarkan apa yang terjadi dilapangan. Menurut Travers, Deskriptif 

yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat 

                                                           
47 Sumadi Suryabrata, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),        

h. 80 
48 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2015), h. 26 
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riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.49 

Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha 

mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan 

melalui bahasa non-statistik  dalam konteks dan pradigma alamiah.50 Jadi 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata 

melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu 

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. 

Penelitian deskriptif kualitatif yang akan digunakan oleh Peneliti 

adalah penelitian yang akan mengarah tentang fakta yang terjadi di BPR 

Syariah Lampung Timur mengenai implementasi pembiayaan multijasa. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitan itu diperoleh. 

Berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data dari sumber pertama 

dimana sebuah data dihasilkan.51 Sedangkan menurut Sugiyono Sumber 

pimer adalah sumber data yang langsung memberikan data  kepada 

pengumpul data.52 Sumber data primer diperoleh secara langsung dari 

narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk 

                                                           
49 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua, (Jakarta: 

PT Rajagrafindo Persada, 2009),  h. 22 
50 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2015),  h. 23 
51 M. Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format  

Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan 

Pemasaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  2013), h. 129 
52 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2010),  h. 225 
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memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka Peneliti 

menggunakan sistem pengumpulan data, jadi yang menjadi sumber data 

adalah Bapak Putut selaku Kepala bagian Marketing PT. BPRS Lampung 

Timur kecamatan Way Jepara, Bapak Uun selaku Account Officer (AO),  

Bapak Andi Selaku Customer Service (CS) dan Nasabah BPRS Lampung 

Timur. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer.53 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diteliti untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau 

berasal dari bahan kepustakaan.54 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang 

Peneliti ambil, yaitu A. Wangsawidjaja Z,  Pembiayaan Bank Syariah, 

(Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), Muhammad Syafi’i Antonio, Bank 

Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), 

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan yariah Nasional MUI, 

(Jakarta: Erlangga, 2014), dan Khotibul Umam, Perbankkan Syariah 

Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), dan Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013). 

 

                                                           
53 Ibid., h. 129 
54 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Rikena Cipta, 

2011), h. 88. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai beringkut : 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau Interview adalah bentuk komunikasi langsung 

antara peneliti dan responden.55 Wawancara adalah bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari seseorang lainnya dengan mangajukan pertanyaan-pertanyaan, 

berdasarkan tujuan tertentu.56 Wawancara yang digunakan peneliti adalah 

wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, mula-mula 

interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstuktur, 

kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih 

lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua 

variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.57 

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti untuk mengumpulkan data,  

dengan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur. Peneliti 

akan berwawancara dengan Bapak Putut selaku Kepala Bagian Marketing 

PT. BPRS Lampung Timur kecamatan Way Jepara, Bapak Uun selaku 

Account Officer (AO), Bapak Andi Selaku Customer Service dan Nasabah 

BPRS Lampung timur, untuk memperoleh informasi mengenai 

                                                           
55 W. Gulo, Metodelogi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 119 
56 Deddy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2001),  h. 180 
57 W. Gulo, Metodelogi Penelitian,..h. 119 
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implementasi pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan 

Way Jepara. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui 

dokumen-dokumen.58 Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, 

brosur atau arsip-arsip. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan dengan 

memanfaatkan sumber-sumber data seperti Profil PT. BPR Syariah 

Lampung Timur, Stuktur Organisasi dan Data lainnya yang berkaitan 

dengan PT. BPR Syariah Lampung Timur. 

 

D. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain.59 Analisis data merupakan proses penyusunan data agar 

dapat diinterpretasi.60 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-

keterangan dalam bentuk uraian serta bersifat deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang 

dihadapi. 

Penelitian ini menggunakann metode berfikir induktif dalam 

menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta 

                                                           
58Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Peneitian Social, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2001), h. 73 
59 Sugiyono, Metode Penelitian.,  h. 244 
60 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 95 
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yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai 

sifat umum.61 Maksutnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus 

kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. 

Berdasarkan keterangan diatas maka Peneliti menganalisis data  

dengan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi Imlementasi  

pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Sutrisno Hadi, Metode Research,  Jilid I (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2011), 

h. 42 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung 

Timur 

BPR Syariah Lampung Timur merupakan bentuk investasi 

penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam 

bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini 

mulai beroperasi pada tanggal 30 Juli 2009 diresmikan oleh Bupati 

Lampung Timur Bpk. Satono, S.H dengan modal dasar Rp. 

8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, 

modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Lampung Timur per 

desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh milyar seratus 

juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah 

Kabupaten Lampung Timur merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) 

karena memiliki 98,77 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah 

Lampung Timur.62 

BPR Syariah Lampung Timur sudah memberikan pelayanan 

Perbankana kepada masyarakat Lampung Timur dalam hal penyediaan 

dana untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak, pembelian 

kendaraan, biaya pernikahan, biaya berobat, pembelian/renovasi rumah 

kepada para PNS dan Pegawai Swasta yang mempunyai penghasilan tetap 

                                                           
62 Dokumentasi berupa profile company  BPRS Lampung Timur 
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dan modal kerja dan investasi untuk UMKM dalam mengembangkan 

usaha. Semua itu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat 

Lampung Timur dan ke depan mampu memberikan PAD untuk 

pembangunan Lampung Timur.63 

Dasar pendirian mengacu pada Perda No. 9 tahun 2007 tentang 

Pembentukan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Timur (PD. 

BPRS Lampung Timur) dan diubah dengan Perda No. 3 tahun 2009 

tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur. Dalam 

rangka menjalankan kegiatannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus 

berlandaskan pada Al-quran dan hadis. Bank Syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah 

bunga bank adalah riba.Perubahan Perda tersebut merupakan perubahan 

Badan Hukum dari PD ke PT sesuai Undang-undang Perbankan Syariah 

No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 

Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Pendirian Badan Hukum PT berdasarkan Akta PT. BPRS Lampung 

Timur Notaris Septi Notariana No. 02 Tanggal 15 Desember 2008, dan 

mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-

23627.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009. Operasional PT. 

BPRS Lampung Timur pada tanggal 30 Juli 2009 setelah mendapatkan ijin 

                                                           
63 Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id 
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usaha dari Bank Indonesia No. 11/32/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 16 Juni 

2009 tentang pemberian ijin usaha PT.BPRS Lampung Timur.64 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu Lembaga 

Keuangan Perbankan Syariah, yang pola operasionalnya mengikuti 

prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri 

berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip 

bagi hasil.  

2. Visi dan Misi BPRS Lampung Timur 

Visi : 

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, memiliki daya saing 

yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan “Membangun 

Umat Menuju Maslahat”. 

Misi : 

a. Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan usaha 

dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah 

dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten 

Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung pada 

umumnya. 

b. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan 

perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (Prudential 

                                                           
64 Dokumentasi berupa profile company  BPRS Lampung Timur 
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Banking), transparan, tertib azas dan prosedur serta compliance 

terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) / Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 

c. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung 

Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.65 

BPRS lampung timur merupakan badan usaha milik daerah yang 

menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf ekonomi dan membantu dalam pembangunan daerah. 

Dengan adanya visi dan misi ini guna mewujudkan apa yang menjadi 

tujuan BPRS Lampung timur agar lebih terarah dan termanajemen dengan 

prinsip perekonomian syariah, serta yang diharapkan agar bisa membangun 

umat menuju maslahat. 

3. Stuktur Organisasi BPRS Lampung Timur 

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk 

tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau 

wadah dimana orang-orang berkumpul, berkerjasama secara rasional dan 

sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam 

memanfaatkan sumber daya yang ada dan yang digunakan secara efisien 

dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Stuktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, 

wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan 

                                                           
65 Dokumentasi BPRS Lampung Timur, 22 Mei 2019 
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bawahan yang ada pada organisasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan 

untuk mengatur dan mengarahkan setiap aktivitas yang dijalankan oleh 

perusahaan sehingga dapat terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. 

Stuktur Organisasi BPRS Lampung Timur dapat digambarkan 

sebagai beringkut : 
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B. Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur 

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur 

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk-produk pembiayaan 

yang terdapat di BPRS Lampung Timur antara lain Pembiayaan Murabahah, 

pembayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Ijarah 

Multijasa.66 

Pembiayaan Multijasa merupakan produk pembiayaan konsumtif yang 

diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, seperti 

jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, renovasi rumah dan lainnya. Nasabah 

yang menggunakan pembiayaan Multijasa berjumlah 880 nasabah. Nasabah 

yang melakukan pembiayaan multijasa ini rata-rata berprofesi sebagai 

Pegawai Negeri Sipil, tetapi ada juga nasabah umum non Pegawai Negeri 

Sipil. Pembiayaan PNS merupakan pembiayaan yang menggunakan jaminan 

SK guru PNS atau tanpa SK awal. Pembiayaan umum digunakan untuk 

masyarakat umum yang menggunakan jaminan seperti BPKB motor/mobil 

dan sertifikat tanah dan bangunanan. 67  

Dalam melakukan pembiayaan multijasa ada ketentuan dan 

persyartannya. Ketentuan dalam melakukan pembiayaan multijasa yaitu 

                                                           
66 Wawancaradengan  Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, 

Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB. 
67 Ibid.,  
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memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan syarat-syarat untuk melakukan 

pembiayaan multijasa yaitu antara lain :68 

1. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi 

calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan 

Sertifikasi. 

Pembiayaan ini diberikan kepada PNS yang belum mempunyai 

pembiayaan ataupun pinjaman di Bank lain. Adapun persyaratannya, 

antara lain: 

a. Mengisi fomulir permohonan yang telah disediakan oleh Bank. 

b. Foto copy KTP suami dan istri  

c. Pasphoto terakhir suami dan istri 3x4 

d. Foto copy kartu keluarga 

e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

f. Foto copy buku nikah (bagi  yang berstatus kawin) atau surat cerai 

(bagi yang berstatus janda/duda) 

g. Foto copy sertifikat pendidik 

h. Foto copy ijazah terakhir/ijazah profesi guru 

i. Foto copy SK dirjen Pendidik tentang pemberian tunjangan sertifikasi  

(dokumen yang asli diserahkan pada saat pencairan). 

j.  Foto copy SK Kepala sekolah tentang beban kerja guru terakhir  

                                                           
68 Wawancaradengan  Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, 

Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB. 
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k.  Foto copy buku tabungan beserta mutasi rekening terakhir tabungan 

penerima tunjangan sertifikasi dan ATM.  

l.  Foto copy slip gaji terakhir  

m.  Foto copy SK 100% dan SK terakhir 

n.  Foto copy SK kenaikan gaji berkala terakhir. 

Cara angsuran, antara lain: 

1) Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah diwajibkan menyetor 

tabungan beku sebesar tiga kali angsuran untuk angsuran pembiayaan 

nasabah selama tiga bulan kedepan. 

2) Untuk angsuran selanjutnya, bank akan melakukan penarikan sebesar 

tiga kali angsuran dengan ATM nasabah dari tabungan nasabah sampai 

pembiayaan nasabah lunas. 

2. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi 

calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa SK Awal. 

a. Mengisi fomulir permohonan pengajuan pembiayaan  

b. Ijazah terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir 

c. Foto kopy KTP suami dan istri 

d. Foto kopy SK 80%, SK 100%, s/d akhir 

e. Foto kopy kartu pegawai, taspen, dan kartu keluarga 

f. Pas photo berwarna 4x6  

g. Foto kopy surat nikah  

h. Tanda jaminan dari bank lain  
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i. Slip dan daftar gaji terakhir 

j. Akad/perjanjian/jadwal angsuran Kredit dibank lain 

k. Tabungan beku 1 kali angsuran 

l. Sisa gaji min Rp. 300.000,- setelah dikurangi angsuran 

3. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi 

calon nasabah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Umum. 

a. Mengisi permohonan Pengajuan Pembiayaan  

b. Pas Photo Berwarna 3x4  

c. Foto Copy  KTP , Surat/buku Nikah Dan Kartu Keluarga 

d. Bukti pembayaran rekening listrik/telephon 

e. Bukti pembayaran PBB 

f. Jaminan atas nama sendiri berupa: 

1) BPKB Kendaraan Bermontor (umur kendaraan roda dua maksiaml 

3 Tahun dan jika umur kendaraan roda empat maksimal 7 tahun) 

2) Sertifikat hak milik tanah  

g. Melampirkan izin usaha & laporan keuangan usaha (umur permohonan 

21 s.d 50 tahun. 

BPRS Lampung Timur beroprasi atau meluncurkan pembiayaan 

multijasa  sejak tahun 2015.69 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Putut selaku kepala bagian 

Marketing sebelum mensetujui atau memberikan ACC kepada nasabah atas 

pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur memiliki kriteria-

                                                           
69 Wawancaradengan  Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, 

Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB 



42 

 

 

kriteria calon nasabah tersendiri, baik calon nasabah yang PNS maupun 

nasabah umum. Kriteria yang paling utama yaitu memiliki karakter yang baik. 

Selanjutnya sebelum pihak bank memberikan ACC atas pembiayaan yang 

diajukan, pihak bank akan menganalisi nasabah. Biasanya nasabah yang sudah 

mengajukan pembiayaan dan sudah disetujui oleh pihak bank berarti telah 

memenuhi persyaratan 5C, yaitu sebagai beringkut: 

1. Charakter (Watak) 

Pihak BPRS Lampung Timur menganalisis karakter calon nasabah 

dengan cara mengecek terlebih dahulu di Sistem Layanan Informasi 

Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada 

pinjaman di Bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibitas calon nasabah, 

disini sudah dapat terbaca semua karakter calon nasabah. Jika nasabah 

memiliki karakter yang kurang baik maka pihak bank tidak akan 

memberikan ACC terhadapt pembiayaan yang telah diajukan oleh calon 

nasabah tersebut. 

2.  Capasity (Kemampuan) 

Pihak BPRS Lampung timur dalam meliat kemampuan calon nasabah 

dengan cara meliahat aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah diisi oleh 

calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian ini dapat menunjukkan 

berapa besar biaya hidup dan nagsuran lainnya, setelah dilakukan 

perhitungan berapa hasil penghasilan bersih/perbukan calon nasabah maka 

pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan 

dibrikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah tersebut. 
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3. Capital (Modal) 

BPRS Lampung timur juga meliat seberapa banyak data kekayaan 

yang dimiliki oleh calon nasabah dari apikasi pembiayaan yang telah diisi 

oleh calon nasabah tersebut. 

4. Collateral (Jaminan)  

Nasabah di BPRS Lampung timur rata-rata nasabahnya berprofesi 

Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi, sehingga yang 

menjadi jaminan seperti asli ijazah terakhir, asli SK, asli sertifikat 

pendidik, asli buku tabungan, dan kartu ATM nasabah yang bersangkutan 

yang mengajukan pembiayaan tersebut. Tetapi ada juga nasabah umum 

yang melakukan pembiayaan multijasa ini dengan menggunakan jaminan 

atas nama sendiri berupa, BPKB kendaraan roda dua maksimal umur 

kendaraan 3 tahun sedangkan kendaraan roda empat maksimal umur 

kendaraan 7 tahun, sertifikat hak milik tanah, pihak bank juga survey 

langsung ketempat calon nasabh tersebut sebelum memberikan ACC untyk 

lebih memastikna lagi apakah pihak calon nasabh benar-benar memiliki 

harta tersebut. 

5. Condition (Kondisi) 

BPRS Lampung Timur dalam melihat kondisi calon nasabahnya 

tersebut dengan melihat kapan masa pensiun nasabah yang mengajukan 

pembiayaan multijasa tersebut, karena pada dasaranya nasabah yang 

melakukan pembiayaan multijasa mayoritas guru Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang bersertifikasi. Sehingga pihak bank bisa meliahat berapa 
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seberapa besar calaon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa 

lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan. 

Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan sudah diterima oleh pihak 

bank dan sudah disetujui oleh pihak kepala bagian marketing dan direktur maka 

selanjutnya sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangani akad pembiayaan yang kemudian mengikat yang dijadikan 

jaminan pembiayaan dengan surat perjanjian. Penandatanganan akad 

pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang bertempat di 

PT BPRS tersebut. Akad yang digunakan BPRS lampung timur dalam 

pembiayaan multijasa yaitu mengunakan akad ijarah multijasa. Akad ijarah 

sendiri merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam 

pembiayaan ijarah multijasa pihak bank mengambil keuntungan berbentuk 

imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal.70 

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung 

Timur , sebagai beringkut : 

1. Nasabah mengajukan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung timur 

2. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS 

Lampung Timur 

3. Nasabah harus menunggu keputusan manager untuk ACC atau tidak ACC 

nya pengajuan pembiayaan yang telah diajukan. 

                                                           
70 Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian  Marketing di  BPRS Lampung 

Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB. 
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4. Bila ACC langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses 

pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Lampung 

Timur.71 

Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung timur digunakan untuk 

membiayai nasabah yang memerlukan biaya-biaya jasa, seperti biaya 

pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya renovasi rumah. Dari 

semua fasilitas yang diberikan oleh Bank, sebagian besar nasabah menggambil 

pembiayaan Multijasa digunakan untuk biaya Pendidikan.72 

Sebelum pihak bank menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah, 

bank menganalisa terlebih dahulu jumlah plafond dan jangka waktu angsuran 

yang akan diambil oleh nasabah. Dalam menganalisa jumlah plafond yang 

diambil oleh nasabah pihak bank menganalisis berdasarkan ketentuan DSN. 

Bank melihat terlebih dahulu kemampuan nasabah  dengan melihat pendapatan 

perbulan nasabah yang sudah bersih dan apakah ada tanggungan bank  lain 

tidak, selanjutnya jumlah pendapatan nasabah tersebut dilihat apakah pihak 

nasabah tersebut mampu untuk meminjam dengan jumlah dan jangka waktu 

yang diinginkan, misalkan pihak nasabah ingin meminjam dengan mengambil 

plafon sebesar Rp. 20.000.000-, dengan jangka waktu 6 bulan. Sebelum pihak 

bank mensetujuinya pihak bank melihat terlebih dahulu gaji perbulan nasabah 

apakah mampu untuk membayar apa tidak. Dari jumlah plafond yang diambil 

oleh nasabah dan sudah disetujui dan diperbolehkan oleh pihak BPRS Lapung 

                                                           
71 Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian  Marketing di  BPRS Lampung 

Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB. 
72 Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian  Marketing di  BPRS Lampung 

Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB. 
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timur, dan pihak nasabah sudah mulai mengangsur pembiayaan maka pihak 

BPRS Lampung timur akan mendapatkan fee atau ujrah dari setiap 

angsurannya. Ujrah atau fee dari pembiyaan Multijasa ini sudah disepakati 

diawal akad.73 

Dasar penerapan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur 

berpedoman pada Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan 

multijasa serta sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan BI.74 

Wawancara dengan ibu An selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk jasa 

dengan biaya pendidikan. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 80 Juta dengan 

jangka waktu angsuran 48 bulan/ 4 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa 

ini digunakan untuk biaya pernikahan. Akad yang digunakan pada saat 

pencairan yaitu akad ijarah multijasa. Dalam mengambilan pembiayaan ini 

cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji 

sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut 

turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan 

sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.75 

Wawancara dengan ibu SR selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

                                                           
73 Wawancara dengan Bapak Uun, selaku Account Officer di  BPRS Lampung Timur, 

Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 11.00 WIB. 
74 Wawancara dengan Bapak Uun, selaku Account Officer di  BPRS Lampung Timur, 

Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 11.00 WIB. 
75 Wawancara ibu An selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 22 Mei 

2019 pukul 11.30 WIB. 
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pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk biaya 

pendidikan. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 70 Juta dengan jangka waktu 

angsuran 36 bulan/ 3 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan 

untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu 

akad ijarah multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara 

mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji 

sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut 

turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan 

sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.76 

Wawancara dengan ibu AS selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 

membiayai jasa-jasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp.10 Juta dengan jangka 

waktu angsuran 36 bulan/ 3 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini 

digunakan untuk biaya pendidikan. Akad yang digunakan pada saat pencairan 

yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara 

mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji 

sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut 

turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan 

sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.77 

                                                           
76 Wawancara ibu Sr  selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 27 Mei 

2019 pukul 09.10 WIB. 
77 Wawancara ibu AS selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 27 Mei 

2019 pukul 09.30 WIB. 
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Wawancara dengan Bapak IN selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 

membiayai jasa-jasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 5 Juta dengan jangka 

waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini 

digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat 

pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini 

cara mengangsurnya dengan cara potong gaji. Setiap gajian bulan sudah turun 

maka pihak bank langsung memotong gaji dengan jumlah yang disepakita 

diawal akad. Pihak bank langsung memotong gajinya karena gaji setiap 

bulannya sudah terdaftar di BPRS Lampung timur, karena pihak Bank dengan 

tempat kerja bapaknya bekerja sama. Pasti setiap gajian mengambil di BPRS 

Lampung Timur.78 

Wawancara dengan ibu B selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 

membiayai biaya pendidikan. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 20 Juta dengan 

jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa 

ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat 

pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini 

cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji 

sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut 

                                                           
78 Wawancara bapak In selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 27 Mei 

2019 pukul 09.00 WIB. 
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turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan 

sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.79 

Wawancara dengan ibu EN selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 

membiayai kebutuhan jasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 20 Juta dengan 

jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa 

ini digunakan untuk membiayai pembuatan toko untuk pembeliaan bahan-

bahan material. . Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa.80 

Wawancara dengan ibu X selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 10 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 

bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

                                                           
79 Wawancara ibu B selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 27 Mei 

2019 pukul 13.20 WIB. 
80 Wawancara ibu EN selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 23 Mei 

2019 pukul 10.30 WIB. 
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bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa. 81 

Wawancara dengan bapak AP selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 15 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 

bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa. 82 

Wawancara dengan bapak I selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 15 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 

bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

                                                           
81 Wawancara ibu X selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 23 Mei 

2019 pukul 10.30 WIB. 

 
82 Wawancara bapak  AP selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara  pada 23 

Mei  2019 pukul 10.00 WIB. 
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langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa. 83 

Wawancara dengan ibu H selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 20 Juta dengan jangka waktu angsuran 18 

bulan. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa. 84 

Wawancara dengan ibu D selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 25 Juta dengan jangka waktu angsuran 24 

bulan/ 2 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga 

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank 

                                                           
83 Wawancara bapak I selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 2 Juni 

2019 pukul 09.00 WIB. 
84 Wawancara ibu H  selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 2 Juni 

2019 pukul 09.00WIB. 
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langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran 

angsuran pembiayaan ijarah multijasa. 85 

Wawancara dengan ibu G selaku nasabah pembiayaan di BPRS 

Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. 

Jumlah plafon yang dimabil Rp. 10 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 

bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya 

pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah 

multijasa. dalam mengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan 

cara pemotongan gaji bulanan.86 

C. Analisis Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur 

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di BPRS 

Lampung timur, peneliti melakukan suatu analisis yang berkaitan dengan 

Implementasi pembiayaan  multijasa di BPRS Lampung Timur. BPRS 

Lampung Timur merupakan badan usaha milik daerah yaitu daerah kabupaten 

lampung timur. Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, dalam 

menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan pelayanan 

produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak 

tertentu.  

                                                           
85 Wawancara ibu  D selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 2 Juni 

2019 pukul 10.00WIB. 
86 Wawancara ibu G selaku nasabah BPRS Lampung Timur,  Wawancara pada 2 Mei 

2019 pukul 10.00 WIB. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa 

Pembiayaan yang ada di BPRS Lampung Timur antara lain pembiayaan 

murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan 

pembiayaan multijasa. Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yaitu 

pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan dana dari 

Bank Syariah bagi nasabah untuk memperoleh pemenuhan manfaat atas suatu 

jasa, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa-jasa lainnya. Prosedur 

serta syarat-syarat yang harus disiapkan oleh nasabah yang akan melakukan 

pembiayaan multijasa tidaklah rumit hanya dokumen-dokumen kelengkapan 

data calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa, berupa 

identitas atau tanda bukti diri, KTP, KK, Surat nikah, dan lain-lain yang 

berkaitan dengan identitas, serta persyaratan yang paling penting bagi nasabah 

yang akan melakukan pembiayaan multijasa yaitu, sertifikat pendidik, SK 

dirjen pendidikkan tentang pemberian tunjangan serifikasi (bagi nasabah yang 

PNS dan menggunakan jaminan SK sertifikat sertifikasi), bagi nasabah umum 

yang akan melakukan pembiayaan multijasa dengan melampirkan jaminan 

BPKB kendaraan motor atau mobi serta sertifikat rumah sesuai dengan jumlah 

yang akan dipinjam oleh nasabah. 

Dalam pelaksanaan dalam menentukan jumlah flafond yang akan 

dipinjam oleh nasabah pihak bank sebelumnya menganalisa terlebih dahulu 

tentang kemampuan nasabah untuk dapat mampu atau tidak untuk 

mengangsur jumlah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Disini pihak bank 

sangat teliti untuk mengalisa semua prosedur dan persyaratan nasabah untuk 
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melakukan pembiayaan multijasa. Pihak BPRS Lampung timur dalam 

menganalisis calon nasabah menggunkan penerapan 5 C ( character, capacity, 

capital, collateral, dan condition). Jika calon nasabah sudah lulus seleksi 5 C 

tersebut pihak bank bisa langsung di ACC daam pengajuannya tersebut. 

Dalam penerapan pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh BPRS 

lampung timur menggunakan akad Ijarah Multijasa. Dimana jika 

menggunakan akad ijarah multijasa berarti mengikuti persyaratan dan 

ketentuan tentang ijarah. Berdasarkan teori jika menggunakan akad ijarah 

multijasa berdasarkan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta 

pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 

10/16/PBI/2008, persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan ijarah untuk transaksi multijasa sebagai beringkut: 

4. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa 

keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, 

ketenagakerjaan, dan pariwisataan. 

5. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk 

transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee; 

6. Besar ujrah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal bukan dalam bentuk presentase. 

Akad ijarah dalam pembiayaan multijasa untuk transaksi sewa 

menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan 

penyewa untuk mendapatkan imbalan atau fee didalam bank fee sering disebut 
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dengan kata ujrah atau objek sewa yang disewakan. Dalam melakukan 

pembiyaan multijasa ini pihak bank berpedoman pada ketentuan syariat islam 

dan Fatwa MUI indonesia tentang pembiyaan multijasa dan tidak ditinggalkan 

berdasarkan ketentuan BI. Dari hasil wawancara BPRS Lampung timur dalam 

melakukan pembiyaan multijasa mendapatkan fee/ujrah dari pihak nasabah 

yang melakukan pembiayaan multijasa. Jumlah fee/ujrah yang didapatkan oleh 

pihak BPRS Lampung Timur berdasarkan nominal bukan presentase dan 

jumlah yang didapatkan berbeda-beda sesuai dengan jumlah flafond yang 

diambil oleh nasabah pembiyaan multijasa dan jangka waktu pengembalian 

atau angsuran. Jika jumlah plafond yang diambil oleh pihak nasabah besar 

atau kecil tetapi jangka waktu angsurannya cepat maka jumlah ujrah/fee yang 

didapatkan oleh pihak Bank akan lebih sedikit, tetapi jika mengambil jangka 

waktu nagsuran lebih lama maka jumlah fee/ujrah yang didapkan oleh pihak 

bank akan besar. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah pembiayaan 

multijasa di BPRS Lampung Timur rata-rata nasabah yang melakukan 

pembiayaan multijasa digunakan untuk membayar kebutuhan  biaya sekolah 

anak dari membayar sekalah SD – dibangku di perguruan tinggi atau kuliah. 

Karena rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa adalah para 

guru-guru PNS yang menggunakan jaminan SK sertifikasi. Dari semua 

nasabah yang peneliti wawancari mengambil pembiayaan ini memudahkan 

dan membantu pihak nasabah untuk membayar biaya sekolah anak pada saat 

pihak nasabah masih tidak mempunyai uang untuk membayar biaya sekolah 
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yang besar. Cara mengangsur jumlah plafond dan jangka waktu yang diambil 

oleh nasabah sebagian besar menggunakan pendapatan sertifikasi, dimana 

pendapatan srtifikasi ini diberikan setiap tiga bulan sekali. Jadi pada saat 

pendapatan sertifikasi nasabah sudah keluar maka pihak bank langsung 

memotong pendapatannya dengan jumlah sekaligus tiga bulan sekali dengan 

ATM nasabah jika ada sisa dari pendapatan sertifikasi nasabah maka pihak 

nasabah boleh mengambil sisa tersebut. Dari semua nasabah yang peneli 

wawancarai ada satu nasabah yang mengambil pembiayaan multijasa tetapi 

digunakan untuk biaya pembuatan tempat toko untuk usaha, dengan 

melakukan pembiayaan ini pihak nasabah digunakan untuk pembelian bahan 

material untuk pembagunannya dari pembelian sampe pembuatannya. Dari 

permasalahan ini tidak sesuai dengan teori yang peneliti ambil tentang 

pembiayaan multijasa. dalam teori pembiyaan multijasa digunakan untuk 

membiayaai kebutuhan jasa seperti, biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan 

dan lain sebagainya yang dibenarkan berdasarkan syariat islam. Dalam 

melakukan pembiayaan ini nasabah menggunakan akad ijarah multijasa. 

Dalam teori menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa 

untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik 

objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau fee didalam 

bank fee sering disebut dengan kata ujrah atau objek sewa yang disewakan. 

Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa 

keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, 

pernikahan dan lain-lain. Pada saat peneliti mewawancarai pihak nasabah yang 
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melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk pembuatan tempat 

toko usaha ini pihak nasasah juga menggunakan uang ini untuk pembelian 

bahan material hingga pembangunan tempatnya sampai dengan pembayaran 

para pekerja. 
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BAB V 

PENUTUPAN  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian implementasi pembiayaan 

Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten 

Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dilakukan 

berdasarkan teori. Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah yang 

melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk pembuatan 

tempat atau toko usahanya untuk pembelian bahan-bahan materialnya dari 

pembelian hingga pembuatannya. Sedangkan dalam teori bahwa 

pembiayaa multijasa itu digunakan untuk pemberian jasa-jasa dalam 

bentuk, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan lain 

sebagainya yang sesuai dengan syariat islam. 

Pembiayaan multijasa yang di Implementasikan oleh pihak BPRS 

Lampung timur rata-rata digunakan oleh nasabah untuk biaya pendidikan 

anak dan sebagaian besar nasabahnya ber profesi sebagai guru Pegawai 

Negeri Sipil (PNS). Dalam melakukan pembiayaan multijasa ini pihak 

bank menggunakan akad Ijarah multijasa dan pihak bank akan 

mendapatkan fee atau ujrah dari pembiayaan multijasa ini. 
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B. Saran 

1. Bagi Bank 

Dalam memberikan pembiayaan multijasa ke pada pihak nasabah 

haruslah lebih teliti lagi, akan digunakan untuk apa pihak nasabah 

meminjam uang tersebut serta pihak bank harus lebih meningkatkan 

kualitas pembiayaan multijasa tersebut dan lebih dikembangkan. 

2. Umum  

Semoga Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 

semua yang membacanya dan lebihh memahami produk pembiayaan 

Multijasa. 
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